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ABSTRAK
PERAN BADAN PERMUSYWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA PAKKAT HAUAGONG KECAMATAN
PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

OLEH:
HOTLAS TOGUH PANE
NPM: 17851001 2

Desa Pakkat Hauagong adalah desa yang terletak di pusat Kecamatan
Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, sudah selayaknya proses pembangunan
yang merata dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Pakkat Hauagong. Namun
pembangunan di desa belum merata dan memadai, oleh sebab itu perlu dilakukan
penelitian bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
pembentukan peraturan desa. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran
BPD dalam proses pembentukan perdes dan (2) mengetahui hambatan yang terjadi
pada BPD dalam proses pembentukan perdes di Desa Pakkat Hauagong. Penelitian
dilaksanakan di kantor Desa Pakkat Hauagong. Penelitian ini merupakan penelitian
deksriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi,
wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik yang
dikembangkan oleh Miles and Huberman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
didapatkan kesimpulan bahwa BPD Desa Pakkat Hauagong dalam pembentukan
peraturan desa telah melaksanakan perannya pada tahap inisasi, sosio-politik, dan
yuridis. Kemudian didapatkan beberapa hambatan terhadap peranan BPD di Desa
Pakkat Hauagong dalam pembentukan perdes yaitu komunikasi yang kurang baik,
disposisi, koordinasi yang kurang antara pemerintah desa dengan BPD, dan

evaluasi lambat dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kata Kunci : Desa Pakkat Hauagong, Badan Permusyawaratan Desa,

Peraturan Desa (Perdes)
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ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD IN THE
ESTABLISHMENT OF PERDES IN PAKKAT HAUAGONG VILLAGE,
PAKKAT DISTRICT, HUMBANG HASUNDUTAN REGENCY.

By :
HOTLAS TOGUH PANE
NPM: 178510012

Pakkat Hauagong Village is a village located in the center of Pakkat
District, Humbang Hasundutan Regency, it is proper that the development process
can be felt evenly by the people of Pakkat Hauagong Village. However,
development in the village has not been evenly distributed and adequate, therefore
it is necessary to conduct research on the role of the Village Consultative Body
(BPD) in the formation of village regulations. This study aims to (1) determine the
role of the BPD in the process of forming a village regulation and (2) to find out
the obstacles that occur to the BPD in the process of forming a village regulation
in Pakkat Hauagong Village. The research was carried out at the Pakkat Hauagong
village office. This research is a qualitative descriptive research. Data collection
techniques used are observation, interviews, documentation. The data analysis
technique used is the technique developed by Miles and Huberman. Based on the
research conducted, it was concluded that the BPD of Pakkat Hauagong Village in
the formation of village regulations had carried out its role at the initiation, socio-
political, and juridical stages. Then found several obstacles to the role of the BPD
in Pakkat Hauagong Village in the formation of the village regulation, namely poor
communication, disposition, lack of coordination between the village government
and the BPD, and slow evaluation from the Humbang Hasundutan Regency

Government.

Keywords : Pakkat Hauagong Village, The Role of the Village Consultative Body
(BPD), Village Regulations (Perdes)
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa dapat diartikan sebagai unit komunitas secara hukum yang memiliki
batas-batas teritorial dan yurisdiksi. Desa adalah kewilayahan yang mengatur dan
mengelola administrasi publik, kebutuhan masyarakat setempat didasarkan pada
inisiatif masyarakat tersebut, hak asal mula serta hak konservatif yang dalam sistem
kepemerintahan Negara Republik Indonesia mengakui serta menghormati hal
tersebut, hal ini mengacu kepada isi UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Desa
juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berstruktur unik berdasarkan hak
asal usul yang khusus. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar NRI 1945
Pasab 18b yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah secara khusus dan istimewa
diakui dan dihormati oleh negara dan diatur dalam undang-undang.

Desa memerlukan Badan Permuswaratan Desa (BPD) untuk membantu
penyelanggaran roda pemerintahan di desa terkhususnya untuk membantu dan
mendampingi kepala desa didalam merancang dan membuat peraturan desa, dan
dapat diharapkan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya melalui
arahan-arahan yang dilakukan BPD sebagaimana tugas-tugas dan wewenang BPD
yaitu sebagai badan legislasi di desa terutama untuk menyampaikan aspirasi
masyarakat terhadap pemerintah dan dalam hal tersebut kepala desa dibantu dan
didampingi oleh BPD untuk melakukan pembentukan peraturan desa yang akan

disahkan didalam Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES). BPD
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merupakan entitas masyarakat yang sah dan dipandang secara hukum oleh sistem
kepemerintahan NKRI serta sesuai dengan ketentuan Konstitusi Digital.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang diamandemen
dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang
menyatakan bahwa desa dimandatkan untuk mewakili kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usulnya dalam masyarakat dengan setiap batas wilayah
yang memiliki kewenangan dalam menata dan mengelola kebuthan masayrakat
yang bertempat tinggal didesa yang dibenarkan dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Lain daripada itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 42 mengatur tentang posisi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu merupakan bagian pengurusan desa serta
mempunyai fungsi mengadakan musyawarah desa dengan kepala desa, menerima
dan mencurahkan suara masyarakat.

Kehadiran lembaga legislasi BPD seharusnya dijadikan sebagai langkah
baru untuk memberikan lapangan bagi demokrasi di desa, termasuk menjadi wadah
pengembangan sebuah kebijakan publik yang berdasar kepada kejelasan tentang
kebutuhan masyarakat dan sanggup melaksanakan yuridiksi terhadap
kepemerintahan desa. Akan tetapi impian ini bukannya tidak memiliki syarat.
Selain perlunya peningkatan capacity building oleh BPD, juga perlu dilakukan dan
disosialisasikan secara terus menerus dan meluas di masyarakat wacana Kkritis
tentang BPD, agar BPD tidak lahir sebagai oligarki elit dan organisasi korporasi
baru yang akan memadamkan antusias berdemokrasi di desa (Suntoro Eko, 2003).

Oleh karena itu setiap kabupaten yang ada di NKRI memiliki kewajiban

untuk membuat informasi tentang BPD tersediat bagi masyarakat. Hal ini juga
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berlaku untuk Kabupaten Humbang Hasundutan. Menurut Perda (Peraturan daerah)
Kabupaten Humbang Hasundutan No. 3 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga
yang merupakan wujud nyata dari demokrasi terhadap terselenggaranya
pemerintahan di desa dan sebagai salah satu komponen penyelenggara
pemerintahan desa menggantikan badan korporasi di desa yaitu lembaga
musyawarah desa. BPD juga merupakan lembaga yang didalamnya terdapat para
tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai pengayom adat dan tradisi, membentuk
kebijakan desa, mengawasi terselenggaranya pemerintahan desa, dan sebagai
wadah menerima dan mencurahkan suara masyarakat.

Posisi BPD adalah sebagai legislator desa dan fungsi strategis yang harus
didukung oleh kualitas sumber daya manusia, sehingga fungsi kontrol dan
keseimbangan pemerintah dapat mengoptimalkan secara optimal, khususnya
karena pemerintah desa tidak mendominasi kebijakan yang akan diproduksi untuk
fungsionalitas Dan otoritas BPD dapat berjalan dalam kesembinganya. Khususnya
di pemerintahan kabupaten Humbang Hasundutan, banyak kepala desa yang
mengabaikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif karena
kurangnya sumber daya manusia dalam hal pencapaian pendidikan, sehingga fungsi
strategis legislatif dan kontrol tidak optimal. Rendahnya kemampuan BPD
merupakan salah satu faktor yang menghambat proses pembelajaran lapangan
kerja. Hal ini erat kaitannya dengan kinerja fungsi dan kewenangan dewan daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemampuan merancang undang-
undang merupakan keterampilan mutlak yang harus dimiliki anggota BPD.

Minimnya kapasitas BPD akan menghambat pencapaian kualitas oleh pemerintah
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desa, karena dalam pembentukan musyawarah desa harus berbasis hukum dan
direncanakan secara tepat untuk setiap kegiatan. Peraturan desa dilaksanakan, yang
harus didasarkan pada masalah yang ada dan masyarakat menginginkan peraturan
desa untuk menjadi upaya untuk menyelesaikan masalah. BPD harus menyadari
kebijakan politik dan sosial sehingga masalah sosial dapat diangkat dan ditangani
dengan pemerintah desa dengan menerima proposal atau kontribusi dari masyarakat
dan diserahkan oleh BPD.

Terkhusunya di desa Pakkat Hauagong Kabupaten Humbang Hasundutan
dimana tingkat pendidikan masyarakat dan aparatur Desanya masih terbilang
minim dan permasalahan ini masih sanagat familiar di jumpai di daerah pelosok
seperti di Desa Pakkat Hauagong. Peneliti mencoba melakukan observasi di daerah
tersebut. Penulis melihat rata-rata tingkat pendidikan yang menjabat sebagai BPD
di Kecamatan Pakkat adalah Lulusan SMA, Berdasarkan uraian masalah diatas
perlu dilakukan penelitian tentang peran BPD dalam pembuatan perdes di Desa
hauvagong yang dimana tingkat SDM masih sangat minim dan pengalam dalam
menjalankan tugasnya masih kurang, dan bukan hanya tingkat pendidikan yang
rendah saja tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu
masalah yang peniliti temui, dengan tingkat pendidikan yang minim ini
mengakibatkan tidak terealisasinya pembentukan undang-undang yang sesuai
dengan keinginan masyarakat yang mengakibatkan Kepala Desa dan BPD saja yang
lebih berperan aktif dalam pembentukan perdes di Desa, dimana masyarakat juga
harus berperan aktif dalam pembentukan perdes tersebut sehingga peraturan yang

telah dibuat secara bersama-sama menjadi lebih baik.
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Untuk  itu  penulis mengambil judul “PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA PAKKAT HAUAGONG KECAMATAN

PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah
pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Peran BPD didalam proses pembuatan perdes di Desa Pakkat
Hauagong?
2. Bagaimana hambatan yang BPD hadapi dalam Pembentukan Perdes di Desa

Pakkat Hauagong?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui peran BPD dalam proses pembentukan perdes
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dalam proses pembentukan perdes di Desa Pakkat Hauagong.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi keilmuan yang

berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan
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Perdes, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan llmu Politik Universitas Medan Area.
2. Manfaat Praktis

Manfaata praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi
tambahan baik dalam memberikan data maupun informasi yang bermanfaat
dan berkenaan dengan Peran BPD dalam Pembentukan Perdes. Penelitian
ini juga ditujukan sebagai langkah awal bagi peneliti dan diharapkan dapat
memotivasi penelitian lain untuk mengembangkan dan mengkaji topik yang

terkait dengan penelitian ini.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Pengertian peran yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu
sesuatu yang merupakan komponen atau yang memegang peranan kepemimpinan,
terlebih ketika terjadi suatu kejadian atau perkara. Soerjono Soekanto menerangkan
konsep peran sebagai aspek dinamis dari posisi (status), bila mana hak dan
kewajiban yang dimiliki seseorang telah dijalankan selaras dengan posisinya, maka
ia telah melakukan peranan. Dalam hal ini, adanya hal yang berbeda antara posisi
dan peran itu adalah untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, tetapi keduanya saling
bergantung dan tak terpisahkan, dalam arti tidak terdapat peran tanpa tempat.
Masing-masing individu mempunyai peran yang bersumber dari pola hidupnya,
sehingga dapat dipahami bahwa peran menentukan apa yang mereka lakukan untuk
masyarakat dan peluang yang ditawarkan masyarakat kepada mereka. Sementara
itu Gibson Invancevich dan Donelly berpendapat bahwa peran adalah suatu
individu yang mesti memiliki hubungan terhadap dua sistem yang berbeda, dan
biasanya terdapat pada organisasi (Lantaeda, et al., 2017).

Horopoetri, Arimbi, dan Santosa (dalam Srihardian, et al., 2022).
Mengutarakan dimensi-dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai kebijakan, bahwa peranan adalah kebijakan yang tepat dan

dijalankan dengan baik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

7 Document Accepted 7/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)7/10,/22



Hotlas Toguh Pane - Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan....

2. Peran sebagai strategi, hal ini mencakup bahwa peran merupakan strategi
untuk memperoleh dukungan masyarakat (community support). Pendapat
ini didasarkan pada keputusan yang terdokumentasi dengan baik dan
keprihatinan masyarakat di semua tingkatan, sehingga keputusan tersebut
dapat diandalkan.

3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran ini digunakan sebagai alat untuk
mendapatkan informasi berupa informasi dalam pengambilan keputusan.
Persepsi ini didorong oleh gagasan bahwa pemerintah dirancang untuk
melayani masyarakat, sehingga pendapat dan preferensi masyarakat
merupakan masukan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang
bertanggung jawab, dan cepat.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran ini digunakan sebagai cara
untuk meminimalkan dan mengurangi konflik melalui upaya mencapai
konsensus atas pendapat yang ada. Asumsi di balik pemahaman ini adalah
bahwa pertukaran ide dan pandangan dapat meningkatkan pemahaman dan
toleransi, serta mengurangi ketidakpercayaan dan prasangka.

5. Peran terapeutik, konsep ini menyiratkan bahwa peran dilakukan sebagai
bentuk upaya untuk "menyembuhkan" problem psikologis seseorang seperti
perasaan tak berdaya, percaya diri yang kurang, dan perasaan bahwa mereka
bukan bagian penting dari kehidupan seseorang dalam masyarakat.
Levinson dalam Soekanto (2009: 213), terdapat 3 hal yang tercakup dalam

peranan yaitu:

1. Peranan yang meliputi norma-norma (aturan-aturan) terhadap kedudukan

atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini
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adalah seperangkat aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan
bermasyarakat

2. Peranan adalah suatu konsep yang membahas mengenai tindakan yang
mampu dilakukan seorang individu dalam masyarakat sebagai sebuah
organisasi;

3. Perananan merupakan perilaku yang penting terhadap struktur sosial
masyarakat.

Peranan amatlah penting dalam sebuah organisasi, dikarenakan peran
adalah konsep perilaku yang dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat atau
seorang pemimpin kepada bahawannya sesuai dengan aturan (norma). Hakikatnya
peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang
ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang memiliki pengaruh
terhadap bagaimana harusnya peran tersebut berjalan. Peran yang
dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan
mempunyai peran yang sama (Lantaeda et al., 2017).

Menurut Riyadi (dalam Lantaeda et al., 2017) peran adalah suatu orientasi
dan konsep dari bagian yang diperankan oleh suatu individu dalam oposisi
masyarakat. Berdasarkan peran tersebut, apa yang menjadi harapan dari orang dan
lingkungan yang dimilikinya, sang pemeran akan bertindak sesuai dengan hal
tesebut. Peran juga dapat dipahami sebagai persyaratan yang diberikan struktur
(norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lain-lain). Didalamnya Termasuk
serangkaian tekanan dan fasilitas yang mendukung mentor dan mendukung
fungsinya dalam organisasi. Peran juga merupakan Satu perangkat perilaku baik

kelompok kecil maupun besar, semuanya melakukan berbagai peran.
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Secara sederhana, peran adalah tokoh yang diterima atau direpresentasikan
di atas panggung oleh seorang aktor dengan peran tertentu. Pengertian peran dalam
ilmu-ilmu sosial adalah suatu fungsi yang dilakukan seseorang ketika menduduki
suatu posisi dalam tatanan sosial. Seseorang dapat melakukan tugasnya dengan baik
apabila menduduki posisi tertentu. Dengan menduduki posisi tertentu, seseorang
dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, definisi tentang peran diatas
merupakan definisi yang dihasilkan oleh pandangan srtukturalis, dimana peran
memiliki hubungan sebagai unit kebudayaan yang mengacu pada hak dan
kewajibannya secara normatif.

Peran dalam mengkaji penelitian ilmiah juga sangat penting. Penulis
cenderung menggunakan teori peran dikarenakan penulis mencari peran di
pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peneliti mencari
informasi mengenai bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan
terhadap pembentukan peraturan desa (perdes), dan apakah Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif pada masalah ini atau pembentukan
peraturan desa dikerjakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri tanpa

berkomunikasi dengan masyarakat.

2.2. Pengertian Pemerintahan Desa

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 1 (1) mengenai desa dinyatakan:
“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus wilayah pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan hak
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tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik
Indonesia”.

Sementara itu, kepala desa menjalankan terselenggaranya pemerintahan
desa dalam menjalankan pembangunan, membina masyarakat desa dan
memberdayakan masyarakat. Perangkat desa sebagai unsur terselenggaranya
pemerintahan desa turut membantu dalam berjalannya roda pemerintahan desa.
Yang termasuk dalam perangkat desa adalah sekretraris desa (Kaur TU, Kaur Usaha
dan Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan), unsur wilayah (kepala dusun),
dan pelaksana teknis (Seksi pemerintahan, Kasek kesejahteraan, dan Kasek
pelayanan).

Pemerintah desa memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan hajat
masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terdapat unsur terselenggaranya pemerintahan desa yaitu pemerintah desa (kepala
desa dan dibantu oleh perangkat desa). Penyelenggaraan pemerintahan desa
berjalan berdasarkan beberapa asas, yaitu:

a. Asas kepastian hukum

Asas ini adalah asas dalam negara hukum dengan setiap kebijakan yang

diambil dalam terselenggaranya pemerintahan desa berlandaskan kepada

peraturan dan perundang-undangan, kepatuhan serta keadilan.

b. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan
Asas ini merupakan dasar yang dijadikan sebagai aturan dalam
terselenggaranya pemerintahan desa yang teratur, serasi, dan seimbang.

c. Asas tertib kepentingan umum

Prinsip yang mengutamakan kepentingan umum, Adaptasi dan selektivitas.
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d. Asas keterbukaan
Asas ini memberikan akses secara terbuka yang memperhatikan akidah
peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh data mengenai
penyelenggaraan pemerintahan desa yang sahih, jujur, dan tidak
diskriminatif.

e. Asas Profesionalitas
Asas yang menjadikan keahlian sebagai prioritas dan didasarkan oleh kode
etik dan akidah dari peraturan perundang-undangan.

f. Asas Akuntabilitas
Asas dimana pemerintah kota berdasarkan kepada akidah peraturan
perundang-undangan bertanggungjawab terhadap segala kegiatan serta
akibat dari kegiatan pemerintahan desa.

g. Asas Efektivitas dan efesiensi
Efektivitas sebagai prinsip dalam melaksanakan segala kegiatan harus
berhasil tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Efisiensi sebagai prinsip
dalam melaksanakan segala kegiatan harus berjalan sesuai rencana dan
tujuan.

h. Asas Kearifan lokal
Prinsip bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat perlu diperhitungkan
ketika menetapkan kebijakan

1. Asas Keberagaman
Prinsip pemerintahan desa dengan tidak ada diskriminasi terhadap suatu
kelompok dalam masyarakat.

j. Asas Partisipatif
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Prinsip-prinsip untuk mengimplementasikan pemerintah desa meliputi

organisasi desa dan unsur-unsur komunitas desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut Desa merupakan satuan wilayah
pemerintahan terkecil setelah kecamatan, kabupaten/kota dalam suatu wilayah
provinsi di Indonesia yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
pemerintahanya demi kepentingan masyarakat setempat.

Tujuan dibentuknya Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (70) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu:

a. Mengenali dan menghormati desa-desa yang ada dengan keragaman mereka
sebelum dan sesudah pembentukan Republik Indonesia Indonesia.

b. Memberikan penjelasan tentang status hukum dan keamanan desa dalam
sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya.

d. Mendorong prakarsa, gerakan dan pastisipasi masyarakat desa untuk
pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

e. Membentuk pemerintah desa yang profesional, efesien dan efektif, terbuka
serta bertanggung jawab.

f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

g. Meningkatkan ketahanan sosial budya.
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h. Memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan
sosial.
i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Ayat 1 (7) Pemerintah desa
adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan badan-badan
penasehatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Lokalitas
berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat telah diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa yang
juga dikenal dengan nama lain adalah kepala desa, perangkat desa adalah bagian
yang menyelenggarakan pemerintahan di desa..

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, yang mengatur bahwa “desa adalah desa dan desa adat atau disebut juga
dengan nama lain adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang terbatas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan pemerintahan
masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam satu kesatuan sistem pemerintahan
negara Republik Indonesia”.

Pemerintah desa adalah pelaku yang mengurus jalannya pemerintahan di
desa dan kebutuhan masyarakat lokal dalam sistem Pemerintah. Pemerintah desa
adalah kepala desa atau apa yang disebut nama lain yang didukung oleh pejabat
desa desa sebagai faktor pemerintah pemerintah desa.

Pada pasal 2 terbentuknya desa diprakarsai oleh:

a. Pemerintah
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b. Pemerintah kabupaten/kota

Desa memiliki pemerintahan sendiri, tetapi berdasarkan ikatan pemerintah
Republik Indonesia, artinya memiliki pemerintahan sendiri untuk mengatur rumah
tangga atas kebijaksanaannya sendiri, selama tidak bertentangan dengan peraturan
pemerintah desa dan wajib untuk mematuhi peraturan pemerintah desa. Desa
memiliki otonomi tetapi terikat oleh pemerintah republik Indonesia berarti hak
mengatur diri sendiri untuk mengatur rumah tangganya menurut keputusannya
sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah desa dan wajib

melaksanakan peraturan pemerintah hak desa.

2.3. Pengertian Peraturan Desa (Perdes)

Peraturan desa yang disingkat dengan Perdes secara umum adalah aturan
perundang-undangan yang menjadi kewenangan dan diterbitkan oleh alat
pemerintahan desa. Peraturan desa juga merupakan suatu produk hasil pemerintah
desa dan Badan Permusyaratan Desa yang dapat digunakan sebagai acuan
terlaksananya pemerintahan desa. Dalam konteks yang luas, peraturan desa
termasuk didalamnya peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Di
dalam ketentuan UU No. 6 tahun 2014 mengenai desa bahwa peraturan desa
dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disetujui bersama kepala
desa. HAW Widjaja (2003: 94) berpendapat tentang peraturan desa yaitu segala
peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah melalui musyawarah dan
disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Permendagri No. 29 tahun
2006 tentang peraturan desa, peraturan desa adalah peraturan perundangan-

undangan yang dibentuk bersama oleh BPD dan kepala desa. Dalam UU No. 6
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tahun 2014 tentang Desa, bentuk-bentuk peraturan yang dibuat oleh desa adalah
dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Bersama Kepala Desa dan
Peraturan Kepala Desa.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 7 dinyatakan aturan desa
merupakan aturan hukum yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan
disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga
peraturan desa adalah suatu peraturan hukum yang dibentuk sebagai bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa mempunyai fungsi yang amat
penting. Fungsi peraturan desa sebagai fungsi hukum yaitu sebagai sarana
menegakkan atau mencapai keadilan dalam masyarakat desa yang terkena dampak
dan mencapai tujuan negara yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Mewujudkan sinergi desa sebagai desa, dan dapat melaksanakan tugas negara serta
menyesuaikan dengan masyarakat sangat diperlukan. Untuk melakukan kegiatan-
kegiatan di desa peraturan desa memiliki fungsi sebagai pedoman kerja untuk
semua pihak. Berdasarkan hal itu, peraturan desa membatasi pemerinta h daerah
dan kekuasan pemerintah pusat (meliputi wewenang dan intervensi), dan begitu
penting dalam mengembangkan dan mengelola desa-desa yang melindungi hak-hak

masyarakat desa dan menjamin kebebasan komunitas yang ada di desa.

2.4. Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Desa

Rancangan peraturan desa adalah rancangan peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa sedangkan peraturan desa (perdes)
merupakan ketentuan hukum sebagai ketetapan dari pemerintah desa sesudah

melalui pembahasan serta adanya kesepakatan bersama dengan Badan
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Permusyawaratan Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014, Bab I, Pasal 1, Ayat 7).
Dibentuknya perdes adalah untuk terselenggaranya pemerintahan desa, sehingga
dalam mengembangkan kepemerintahan di desa mestilah ditinjau secara mendalam
berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta disesuaikan
terhadap kepentingan undang-undang dan peraturan umum dan/atau yang diatasnya
dan keadaan sosial-budaya penduduk desa haruslah diperhatikan sehingga apa yang
dituju pemerintah dalam jangka panjang, pembangunan serta pengabdian kepada
rakyat desa dalam jangka panjang, menengah dan pendek dapat tercapai.

Perdes diuraikan secara mendalam dari aturan-aturan perundangan yang lebih
tinggi serta menilik kearifan lokal masyarakat tersebut. Perdes harus memiliki
penyesuaian oleh adanya kehendak umum ataupun peraturan perundang-undangan
yang diatasnya. Berdasarkan teori yang ada, dibentuknya suatu produk secara sah
setidaknya perlu didasarkan pada empat hal, di antaranya (Hamzah Halim,
2009:12):

a. Landasan filosofi adalah landasan kehidupan yang menjadi dasar cita-cita
ketika keinginan itu dimasukkan ke dalam rancangan/rancangan peraturan
perundang-undangan agar hukum yang terbentuk selaras dengan nilai-nilai
moral atau adat.

b. Landasan Sosiologi yaitu masyarakat lokal harus dapat memahami terhadap
diberlakukannya peraturan perudang-undangan yang disesuaikan kepada
realita kehidupan mereka. Peraturan yang ditetapkan harus menyesuaikan
terhadap integritas, keyakinan, dan kesadaran masyarakat.

c. Landasan Yuridis, Peraturan yang lebih tinggi atau seperangkat aturan

perundang-undangan dijadikan sebagai dasar hukum dalam membuat
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peraturan perundang-undangan dan dijadikan sebagai dasar wewenang
pejabat serta lembaga untuk membuat peraturan perundang-undangan.

d. Dasar hukum, Standar diatas menjamin dibentuknya undang-undang dan
aturan sehingga masyarakat dapat menerima, bersifat populis, serta
memiliki keefektifan. Bersifat populis dikarenakan dapat menampung
sebanyak mungkin harapan rakyat setempat. Peraturan yang dibuat bersifat
actionable, dan ruang lingkup peraturan tersebut efektif karena mencakup
kepentingan masyarakat seluas-luasnya dan selalu merespon tuntutan
zaman. Hal ini akan memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat
terpenuhi setiap saat.

Kewajiban dalam pembentukan perdes didasarkan atas PP No. 72 Tahun
2005 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan desa mengenai keorganisasian dan penataan kerja pemerintahan
desa (pasal 12 ayat 5);

2. Peraturan desa mengenai APBDes (Pasal 73 ayat 3);

3. Peraturan desa mengenai RPJMDes (Pasal 64 ayat 2);

4. Peraturan desa mengenai proses pengelolaan finansial desa (pasal 76);

5. Peraturan desa mengenai BUMDes (pasal 78 ayat 2), jika dibentuknya
BUMD di desa oleh pemerintah desa;

6. Peraturan desa mengenai Pembentukan Badan Kerjasama (pasal82 ayat 2);

7. Peraturan desa mengenai Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89 ayat 2);
Selain keharusan dalam pembentukan peraturan-peraturan desa seperti

dijelaskan di atas, Pemerintah desa juga dapat mengeluarkan peraturan desa
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lainnya. Ini lebih lanjut menegakkan peraturan desa dan undang-undang lainnya,
tergantung pada kondisi sosial budaya daerah tersebut.:
a. Peraturan desa mengenai dibentuknya kepanitiaan pencalonan dan
pemilihan kepala desa.
b. Peraturan desa mengenai penetapan hak pilih dalam pemeilihan kepala desa.
c. Peraturan desa mengenai ditentukannya gambaran calon, penatalaksanaan
kampanye, tatacara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala
desa.
d. Peraturan desa mengenai pemberian apresiasi terhadap pemerintah dan
perangkat desa sebelumnya.
e. Peraturan desa mengenai penetapan tata kelola dan peraturan terhadap
pemandatan fungsi setiap sumber pendapatan dan kekayaan desa.
f. Peraturan desa mengenai kutipan desa.

Selain itu, ketika membahas rancangan peraturan desa, perlu diperhatikan
bahwa pemerintah kota berhak memberikan pendapat baik secara lisan maupun
tertulis (Pasal 83 (3) PP RI No. 43 Tahun 2014). Dalam jangka waktu 7 hari setelah
ditetapkan, peraturan desa akan disampaikan oleh kepala desa kepada
bupati/walikota melalui wakil walikota sebagai bahan pengawasan dan pembinaan
(Pasal 84 (4) PP RI No. 43 tahun 2014). Rancangan peraturan desa tentang APBD
yang telah disepakati oleh walikota dengan kesepakatan bersama paling lambat tiga
hari disampaikan kepada bupati/walikota untuk dievaluasi. Desa (Pasal 69 Ayat (4)

UU Desa RI 6 Tahun 2014).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Acclzlged 7/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)7/10,/22



Hotlas Toguh Pane - Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan....

2.5. Pedoman dan Tatacara Penyusunan PERDES

Sebelum disahkannya atau diterapkannya sebuah perdes di sebuah desa,
tentu memiliki prosedur dalam penyusan. Seperti didalam isi Permendagri No.111
tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa yang menyebutkan prosedur

secara terperinci dalam pembutan perdes yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa memprakarsai penyusunan peraturan desa.

2. Penyusunan Ranperdes harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa.

3. Konsultasi Ranperdes juga dapat dilakukan bersama Camat untuk
mendapatkan masukan.

4. Proses konsultasi mengenai substansi materi dalam peraturan lebih
diutamakan kepada masyarakat yang terhubung secara langsung oleh
substansi tersebut.

5. Dalam menindaklanjuti proses disusunnya Ranperdes, pemerintah desa
mengunakan saran dan komentar masyarakat desa dan Camat.

6. Kepala desa menyampaikan Ranperdes ysang telah melewati proses
konsultasi untuk segera dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama.

7. BPD memprakarsai disusunya peraturan desa.

8. Penyusunan dan pengusulan Ranperdes dapat dillakukan oleh BPD, tetapi
tidak untuk Ranperdes mengenai rancangan RPJMDea, rancangan RKPDes,
rancangan APBDesa, rancangan pelaporan pertanggung jawaban

direalisasikan dan dilaksanakannya APBDesa.

Tahap Pembahasan:
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a. Kepala desa diundang oleh BPD dalam hal pembahasan dan disepakatinya
Ranperdes.

b. Apabila terdapat rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh
pemerintah desa dan BPD mengusulkan hal yang sama untuk dibahas dalam
waktu pembahasan yang sama, maka usulan ranperdes dari BPD yang
didahulukan sedangkan rancangan peraturan desa yang diusulkan kepala
desa digunakan sebagai bahan untuk dipersidangkan.

c. Pemberi usulan Ranperdes dapat menarik kembali usulannya Apabila
terdapat Ranperdes yang belum dibahas.

d. Oleh kesepakatan bersama antara pemerintah desan dengan BPD pengusul
dapat menarik kembali Ranperdes yang telah melewati proses pembahasan.

e. Pimpinan BPD menyampaikan Ranperdes yang telah disepakati bersama
kepada kepala desa, kemudian kepala desa menetapakan Ranperdes menjadi
peraturan desa dengan jangka waktu selama tujuh hari sejak tanggal
Ranperdes disepakati.

f. Kepala desa memiliki kewajiban menetapkan Ranperdes dengan
menandatangani selambat-lambatnya lima belas hari sejak tanggal

ranperdes diterima dari pimpinan Badan Permuswaratan Desa atau BPD.
Penetapan:

a. Setelah kepala desa menandatangani Ranperdes, kemudian kepala desa
memberikan Ranperdes tersebut kepada sekretaris desa agar dijadikan

sebagai undang-undang.
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b. Meskipun terdapat Ranperdes yang telah ditanda tangani oleh kepala desa
Ranperdes tersebut tetap diwajibkan untuk diundangkan serta dissahkan

sebagai peraturan desa.
Pengundangan:

a. Peraturan desa diundangkan oleh sekretaris desa dilembaran desa.
b. Sejak ditetapkan sebagai undang-undang, Peraturan desa dikatakan sah dan

berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Penyebarluasan:

a. Pemerintah desa bersama BPD menyebarluaskan peraturan desa sejak
ditetapkannya perencanaan dan penyusunan Ranperdes, pembahasan
Ranperdes hingga pengundangan.

b. Menyebarluaskan peraturan desa tersebut dimaksutkan dengan tujuan
diberikannya informasi serta diperolehnya saran dari masyarakat dan pihak-

pihak yang berkepentingan.

2.6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat sebagai BPD didalamnya
terdapat tokoh-tokoh masyakarat desa yang memiliki peran dalam memelihara adat
istiadat, menetapkan aturan-aturan desa, menerima dan menyalurkan pendapat
masyakarat, dan mengawasi terselenggaranya pemerintahan desa. Badan
Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan dari demokrasi desa. Demokrasi
artinya pemerintahan dan pembangunan dikelola dengan memerhatikan pendapat
dari masyakarat yang diungkapkan dengan jelas. BPD bersama dengan lembaga-
lembaga masyakarat yang ada mengawasi hal tersebut. Badan Permusyawaratan
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Desa (BPD) bekerja sama dengan kepala desa dalam bertugas pada penyusunan
peraturan desa serta menerima dan menyalurkan suara masyakarat (Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 55). Oleh karena itu, BPD dapat menjadi satu,
selain berperan untuk memediasi antara pemerintah desa dengan penduduk desa,
menjadi badan penasehat yang terlahir dari masyarakat desa, dan lembaga yang
berfungsi menjadi lembaga perwakilan masyarakat.

Berikut ini beberapa fungsi dari BPD adalah:

a. Bersama kepala desa melakukan pembahasan dan menyepakati rancangan
peraturan desa.

b. Menerima dan meneruskan suara dari masyakarat.

c. Mengawasi kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan fungsi yang dimilikinya untuk membuat peraturan desa
(perdes), maka peraturan desa yang ditetapkan disesuaikan dengan suara
masyakarat yang telah diterima meskipun tidak secara keseluruhan upaya dari
masyarakat dapat dijadikan dalam pembentukan peraturan desa, tetapi hal tersebut
harus melalui proses berikut ini:

a. Artikulasi yaitu proses untuk memperoleh suara masyarakat oleh BPD.

b. Agresi adalah proses suara masyarakat dikumpulkan, dikaji, dan
diprioritaskan yang nantinya dituangkan dalam perdes.

c. Formulasi adalah proses dimana BPD dan/atau pemerintah desa
melakukan perumusan permasalahan proyek permukiman desa.

d. Konsultasi adalah proses dimana perangkat desa, BPD, dan masyarakat

melakukan dialog.
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Berdasarkan setiap proses yang berbeda diatas memungkinkan untuk
menetapkan satu peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan perundang-
undangan tersebut memiliki keserasian atau tidak berbenturan antara kepentingan
umum, peraturan daerah, serta peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Adapun kajian yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan
dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

a. Dasar hukum fisiknya adalah peraturan, sehingga konvensi yang
dikeluarkan oleh pemerintah desa memiliki dasar hukum

b. Landasan filosofis dokumen tersebut diatur, agar peraturan desa yang
dikeluarkan oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan nilai-nilai inti
yang ada di masyarakat.

c. Basis budaya materinya diatur, agar konvensi yang dikeluarkan oleh
perangkat desa tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat.

d. Kebijakan material diresepkan, sehingga peraturan desa yang dikeluarkan
oleh otoritas desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan mereka tanpa
mengganggu masyarakat.

Terdapat beberapa prinsip dalam isi hukum dan peraturan yaitu diantaranya
prinsip kemanusiaan, prinsip kebangsaan, prinsip kekeluargaan, prinsip nusantara,
prinsip Kebhinekaan (Bhineka Tunggal Ika), prinsip keadilan, prinsip kesetaraan
dalam hukum dan pemerintah, partispasi dan kepastian legal, serta keseimbangan,
keserasian dan keselarasan. Keanggotaan BPD merupakan wakil rakyat yang
relevan yang diidentifikasi sebagai pertimbangan untuk mencapai konsensus.

Dalam BPD, anggota dapat memilih dan dipilih untuk dijadikan sebagai pemimpin
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BPD. BPD menduduki masa jabatannya selama 6 tahun yang dihitung dari mulai
tanggal ikrar/sumpahnya. Sebagai anggota BPD yang terpilih menduduki masa
jabatannya sebanyak 3 kali masa jabatan (dapat berturut-turut ataupun tidak
berturut-turut). Adapun jumlah anggota Badan Musyawarah Desa menurut (UU No.
6 Tahun 2014: Pasal 58) adalah sebagai berikut:

a. Jumlah anggota badan permusyawaratan desa ditetapakan denagan jumlah
gasal, setidaknya 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang,
Memperhatikan wilayah, wanita, penduduk dan kemampuan Keuangan
desa.

b. Peresmian anggota Badan Permusayawaratan Desa sebagai mana dimaksut
pada ayat 1(satu) ditetapkan dengan keputusan walikota/bupati.

c. Anggota Badan  Permusyawaratan Desa  sebelum  menjabat
bersumpah/berjanji bersama di depan masyarakat dan mendapat petunjuk
oleh bupati/walikota atau pejabat yang.

d. Susunan kata janji/sumpah anggota badan permusyawaratan desa sebagai
berikut : “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.
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Untuk dapat dipilih menjadi anggota BPD haruslah termasuk warga desa
warga negara Republik Indonesia yang disesuaikan dengan syarat-syarat yang
ditentukan. Anggota BPD dapat dipilih dari calon-calon yang direkomendasikan
oleh tokoh adat, agama, organisasi sosial-politik, tokoh golongan profesi, dan tokoh
masyarakat lainnya. Masyarakat desa mendukung setiap komponen Pemerintah
Desa dan BPD untuk melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan kesejahteraan
masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut, Wasistiono (2006: 36) menjelaskan
bahwa kerjasama Pemerintah Desa dan BPD berlandaskan kepada beberapa filosofi
dibawah ini:

a. Terdapat kesejajaran posisi diantara mitra;

b. Terdapat kebersamaan pencapaian kepentingan;

c. Niat untuk membantu dan mengingatkan satu sama lain;
d. Terdapat prinsip hormat satu sama lain.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Pasal 42 Tahun 2005 mengenai desa,
terdapat beberapa hal yang menjadi amanat dari tugas BPD, antara lain:

a. Melakukan pembahasan mengenai Ranperdes bersama-sama dengan kepala
desa;

b. Mengawasi terlaksanannya peraturan desa dan peraturan kepala desa;

c. Memberikan usulan untuk mengangkat dan memberhentikan kepala desa;

d. Pembentukan panitia pemilihan Kepala desa;

e. Sebagai lembaga tempat aspirasi masyarakat digali, dihimpun dirumuskan
dan disalurkan dan kemudian disusun tata tertib BPD.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 61 Badan

Permusyawaratan Desa berhak:
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a. Melakukan pengawasan dan memintai keterangan kepada kepala desa
terhadap terselengaranya pemerintahan desa;

b. Memberikan masukan terhdap terselengaranya pemerintahan desa,
dilaksanakannya pembangunan desa, dibina dan diberdayakannya
masyarakat desa; dan

c. Memperoleh komisi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari APBDes.
Dan dalam pasal 37 PP 72 Tahun 2005, anggota BPD mempunyai hak:

a. Memberikan usulan tentang Ranperdes;

b. Memberikan pertanyaan;

c. Memberikan usulan dan masukan;

d. Memilih dan dipilih;

e. Mendapatkan tunjangan.

2.7. Proses Legislasi Peraturan Desa
Umumnya pembentukan peraturan desa melewati 3 (tiga) tahap
pembentukan, yaitu:

a. Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan)

Awalnya, pemerintah desa ataupun BPD memberikan ide/gagasan untuk
membuat peraturan desa. Jika BPD yang memberikan ide, maka peraturan desa
yang dirancang akan disampaikan kepada kepala desa, dan sebaliknya jika
kepala desa yang memberikan ide, maka peraturan desa yang dirancang akan
disampaikan kepada BPD. Berdasarkan hal tersebut keduanya berhak
menyampaikan peraturan desa.

BPD akan mempersiapkan pertemuan yang didalamnya setiap kepala

bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) hadir
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dalam rangka pembahasan ide tersebut. Jika terdapat kesepakatan terhadap
perlunya peraturan desa yang disesuaikan dengan ide tersebut maka hasil
pertemuan tersebut ditetapkan sebagai rancangan awal peraturan desa.

Ide atau gagasan untuk membuat peraturan desa harus didiskusikan
terlebih dahulu dalam rapat paripurna untuk menentukan apakah usulan tersebut
akan diterima sebagai rancangan peraturan desa. Setelah DPR BPD menyetujui
rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa, sekretaris BPD menyiapkan
rancangan peraturan desa dan menyerahkannya kepada Kepala desa secara
tertulis untuk disetujui sebagai peraturan desa. Setelah kepala desa menerima
draf peraturan desa, kepala desa mengadakan rapat bersama dengan
perangkatnya untuk membahas draf yang diajukan oleh BPD. Karena konsep
perangkat desa diketahui sejalan dengan Undang-undang No 6 tahun 2014 Pasal
61 (1) SK tersebut, maka dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam rapat
gabungan tentang hasil keputusan rapat sebelumnya yang dihadiri oleh BPD,
kepala desa dan perangkat desa.

Permendagri No. 29 Tahun 2006 (Pasal 10 ayat 1-3), rancangan
peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan dan
tata ruang atas persetujuan bersama BPD, kepada desa akan menyampaikan
ranperdes tersebut kepada Bupati/Walikota paling lama 3 hari untuk dilakukan
evaluasi dan kemudian akan ditetapkan oleh kepala desa. Bupati/Walikota
menyapaikan hasil evaluasi peraturan desa kepada kepala desa selambat-
lambatnya 20 hari sejak Ranperdes diterima oleh Bupati/Walikota. Hasil
evaluasi Peraturan Desa tersebut di atas disampaikan oleh Bupati/Walikota

kepada kepala Desa paling lambat 20 hari sejak diterimanya rancangan
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Peraturan Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan penilaian
anggaran pendapatan dan belanja desa dalam waktu 20 hari sejak diterimanya
rancangan peraturan desa, walikota dapat mengenakan rancangan peraturan
desa terhadap pendapatan desa. Anggaran belanja sebagai peraturan desa
(APBDesa). Dan Pasal 11-29 Permendagri 2006 menjelaskan bahwa evaluasi
rancangan peraturan desa tentang anggaran desa dapat dilimpahkan kepada
camat. (Pasal 10)

b. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan)

Setelah pemerinta desa menerima rancangan peraturan desa, kemudian
dilaksanakan rapat gabungan bersama BPD, kepala desa, dan perangkat desa
untuk membahas ranperdes tersebut. Perangkat desa dalam hal ini memiliki
peranan sebagai wadah dalam menerima suara rakyat agar ketika peraturan desa
diberlakukan dapat diterima dengan baik. Latar belakang serta tujuan
dibentuknya peraturan desa tersebut akan dijelaskan oleh Ketua BPD ketika
dilakukan rapat pembahasan tersebut. Dan juga didalam rapat dilaksanakan
diskusi (tanya-jawab) mengenai ranperdes. Dalam rapat pembahasan juga
dilakukan pembahasan satu demi satu terkait dengan masalah-masalah yang
terdapat pada ranperdes, Ketua BPD yang betugas untuk membacakannya, lalu
kepala desa yang nantinya bertugas dalam penetapan peraturan desa.

Usulan peraturan desa didasarkan pada pendapat atau pandangan BPD,
dan setelah didiskusikan dengan kepala desa, sekdes dan perangkat desa lainnya
untuk mencapai kesepakatan bersama, usulan peraturan desa tersebut dapat
berubah sewaktu-waktu untuk tujuan kesempurnaan konten dan materi yang

terdapat dalam peraturan desa. Maka dibentuknya peraturan desa tersebut
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menggenapi suara rakyat dan relevan terhadap kepetingan umum. Setelah
dibahas secara mendalam, kemudian dapat diputuskan apakah rancangan
tersebut akan diterima atau sebaliknya sebagai peraturan desa. Keputusan yang
diambil terhadap peraturan desa umumnya dilaksanakan melalui musyawarah
untuk mufakat. Akan tetapi, juga memungkinkan dilakukannya pengambilan
suara terbanyak.

c. Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan)

Setelah semua pihak menyetujui rancangan tersebut untuk digunakan
sebagai peraturan desa, kemudian rancangan peraturan desa tersebut ditetapkan
sebagai peraturan desa yang dilakukan oleh kepala desa bersama BPD yang
disesuakan dengan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 43 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi, sebelum ditetapkan rancangan
peraturan desa tersebut menjadi peraturan desa, Ketua BPD terlebih dahulu
menyampaikan rancangan tersebut kepada kepala desa dengan lama waktu yang
dibutuh kan selambat-lambatnya yaitu 7 hari dihitung dari tanggal persetujuan
bersama (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Pasal
84 Ayat 1).

Setelah peraturan desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa, kemudian
kepala desa akan memberikan instruksi kepada sekretaris desa untuk
menerbitkan di koran desa. Berlakunya peraturan desa adalah setelah adanya

keputusan dari kepala desa.
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2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan

penelitian, dijadikan sebagi data pendukung maupun sebagai data tambahan dan

melaului data-data yang diperoleh peneliti yang terdapat dalam penelitian

terdahulu, peneliti juga dapat menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk

melihat dasar berupa temuan-temuan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan topik penelitian ini. Beberapa penilitian terdahulu yang penulis

gunakan sebagai berikut :

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No

Penelitian Terdahulu

Sumber

Oleh Puput Chentia Ginting (2019) tentang
“Demokrasi Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Menyelengaranakan Pemerintahan
Desa dengan Studi Kasus Penetapan Peraturan
Desa di Desa Suka Dame Kecamatan Tiga
Panah Kabupaten Karo oleh Puput Chentia
Ginting”. Dari hasil penelitiannya didapatkan
data bahwa Badan Permusyawaratan Desa
Suka Dame belum optimal dalam menjalankan
fungsinya, dimana factor yang menghambat
tidak optimalnya kinerja BPD adalah:
Kurangnya fasilitas, tunjangan dari anggota
BPD, dan BPD kurang memahami tugas serta
fungsinya dalam penyelenggaran peraturan
desa.

Skripsi

Rao Yuhafizh (2018) tentang “Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Pelaksanaan Pemrintahan Desa di Desa Aek
Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten
Labuan Batu Selatan pada tahun 2018 studi
Kasus Fungsi dan  Peran = Badan
Permusyawaratan Desa dalam Menetapkan

Tesis
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Peraturan Desa Bersama Kepala Desa”. Dari
penlitiannya didapatkan data BPD telah
menjalankan fungsinya dalam pembentukan
peraturan  desa, meskipun masih ada
perbedaan pandangan. Dalam pelaksanaan
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa peneliti
menemukan bahwa dalam penyampaian
aspirasi belum berjalan dengan baik dimana
BPD masih belum berperan aktif dalam
penerimaan aspirasi masyarakat.

Albert Pehulinta Sitepu (2018) tentang “Peran Skripsi
Badan Permusyawaratan Desa  Dalam
Pembentukan Peraturan Desa di Desa
Beganding Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Karo”. Didapatkan data bahwa
pada tahap inisiasi proses pembuatan
peraturan desa Begading No 1 tahun 2015
tentang APBdes tahun 2015 terbagi atas (a)
Pengumpulan  Aspirasi Masyarakat (b)
Perumusan dan (c) Pengusulan. Terdapat
beberapa faktor yang mempengaruhi BPD
yang berperan dalam pembuatan desa
Beganding terhadap Peraturan Desa No.l
3 | Tahun 2015 tentang APBdes yaitu rekrutmen
anggota BPD dipilih langsung dari tokoh
masayarakat yang berpengaruh, BPD dalam
pembuatan peraturan desa didukung oleh
keadaan masyarakat dan sosial budaya
setempat.  Faktor yang  menghambat
pembuatan peraturan desa antara lain
Pemerintah desa dan BPD desa Beganding
tidak berkoordinasi dengan baik serta
Pemerintah Kabupaten Karo lamban dalam
melakukan  evaluasi  sehingga  tahap
pengesahan, pengundangan, dan
penyebarluasan terhadap Peraturan Desa No.1
Tahun 2015 berlangsung lama.

Prayoza Saputra (2014) tentang “Optimilisasi Skripsi
4 | Peran BPD dalam Pembentukan Peraturan
Desa dengan studi kasusnya di Desa
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Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi”. Dari penelitian yang ia
lakukan di Desa Tridayasakti Kecamatan
Tambun  Selatan  Kabupaten = Bekasi,
didapatkan data bahwa didalam proses
pembuatan perdes di Desa Tridayasakti
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten
Bekasi yang dilakukan oleh BPD tidak
sepenuhnya dijalankan atau diperhatikan
sehingga tidak sesuai dengan harapan yang
tercantum dalam Undang-Undang No. 12
Tahun 2012 yaitu yang mencakup tentang
tahap tahapan dalam pembentukan perundang
undangan.

AL Mukri, Alfiandra, dan Sri Waluyati (2018) Jurnal
yang berjudul “Faktor Faktor Penyebab Belum
Efektifnya Peran BPD dalam Penyusunan
Peraturan Desa Yang Studi Kasusnya Di Desa
Seri Kembang II Kecamatan Payaraman
Kabupaten Ogan Ilir”. Didapatkan data bahwa
ada tiga faktor yang membuat peran BPD tidak
efektif didalam perancangan perdes adapun
ketiga faktor itu adalah:

a) Faktor sumber daya yang meliputi
keaggotaan BPD yang tidak
sepenuhnya memahami apa fungsi
meraka didalam roda keperintahan
didesa.

b) Faktor inovasi yang meliputi tidak
terdapat cara baru dari BPD dalam
menggali anspirasi masyarakat dan
BPD masih kurang dekat atau
komunikasi dengan masyarakat sangat
kurang.

c) Faktor adaptasi organisasi yang
meliputi kurangnya sosialisasi kepada
masyarakat pada setiap tahap
penyusunan peraturan desa namun 24
sosialisasi dan komunikasi dengan
masyarakat dilakukan pada tahap
perencanaan saja dan tahap
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selanjutnya diselesaikan secara
internal BPD dengan kepala desa

2.9. Kerangka Berpikir

Menurut Plano (2010:266) “Kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu
kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah
yang akan diteliti”. Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang disusun secara
singkat untuk menjelaskan secara garis besar bagaimana penelitian tersebut dapat
dijalankan dari awal hingga akhir. Kerangka berpikir yang disusun oleh peneliti
dalam menjalankan penelitian ini adalah dengan membentuk sebuah rangkaian
konsep untuk memahami kaitan dari teori-teori yang ada sehingga terbentuklah
rangkaian yang saling berhubungan. Kerangka berpikir dapat berupa alur berpikir
yang berasal dari penulis dan/atau mengadopsi teori-teori yang relevan atau
berfokus terhadap upaya menjawab permasalahan yang telah dirumuskan oleh
penulis.

Penulis melakukan penelitian mengenai Peran BPD dalam Pembentukan
Perdes di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang
Hasundutan. Dalam upaya menjawab rumusan penelitian, maka penulis mengambil
teori peran dari Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) yang sangat ditentukan
dari dimensi yang melekat pada peran. Dalam teori ini Horoepoetri, Arimbi dan
Santosa (2003:45) memandang bahwa suatu peran sangat ditentukan dari isi dalam
teorinya yang meliputi dari diantaranya: peran sebagai kebijakan, peran sebagai
strategi, dan peran sebagai alat komunik Berdasarkan dari teori Horoepoetri,

Arimbi dan Santosa (2003:45) diatas, peneliti dapat menjawab masalah-masalah
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Peran BPD dalam Pembentukan Perdes di Desa Hauagong Kecamatan Pakkat

Kabupaten Humbang Hasundutan.

Gambar 1. Kerangka Berfikir,

Peran BPD
dalam
Pembentuk
an Perdes
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merancang dan menetapkan perdes
bersama kepala desa, menampung
aspirasi dari masyarakat dan juga
BPD harus membagun komunikasi
atau berdikusi dengan masyarakat
tentang pembentukan perdes, apa
saja keluh kesah yang di alami oleh
masyarakat guna menciptakan
kesejatraan dan meminimalisir
kesenjangan social yang terjadi di
masyarakat serta melancarkan
pembangunan di desa.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, pada pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode penelitian dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk
memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (seperti perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain) secara holistic dengan cara
memvisualkan kedalam wujud deskriptif terhadap suatu konteks yang spesifik pada
kondisi alami (Moleong, J, & Lexy, 2006, p. 6).

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian berlandaskan pada
filsafat post positifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen)
dengan peneliti bertindak sebagai instrument kunci. Teknik pengambilan sampel
sumber data yang dilakukan peneliti secara purposive dan snowball. Teknik
pengumpulan data dilakukan secara gabungan (tri-angulasi), analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono,
2014, p. 9). Penelitian ini akan dilakukan pengamatan pada peranan BPD dalam

pembentukan perdes di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor kepala desa Pakkat Hauagong di JI.

Sisingamangaraja, Desa Pakkat Hauagong, Kecamatan Pakkat.
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3.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021-2022 sesuai dengan yang

waktu rencana kegiatan yang telah dirumuskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kegiatan

Waktu Pelaksanaan
No | Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022
4151678910234 |5]|6|7(8]9
Penyusunan
: Proposal
Seminar
2
Proposal
Perbaikan
. Proposal
Pengambilan
) Data Riset
Pengolahan
: Data Riset
Bimbingan
6 Seminar
Hasil
Seminar
’ Hasil
Bimbingan
s Skripsi
Penyusunan
’ Skripsi
Revisi
10
Skripsi
" Ujiang
Skripsi
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3.4. Sifat Penelitian

Bentuk penelitian ini bersifat deskriptif. Riset deskriptif berusaha
mengutarakan penyelesaian permasalahan saat ini yang didasarkan pada data yang
didapatkan, sehingga data didapatkan, dianalisis dan diintepretasikan, serta juga
bisa bersifat kompratif dan korelatif, hal tersebut sesuai dengan pengertian dari
Achmadi dan Narbuko (2004: 44).

Sugiyono (2014: 13) menyatakan bahwa “metode deskriptif adalah metode
yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian
tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas”.

Studi penelitian deskriptif mengkaji tentang permasalahan yang ditemukan
pada masyarakat dan norma yang terdapat didalamnya serta keadaan ataupun
kondisi yang spesifik, terkhusus mengenai relasi, aktifitas, sikap, pemikiran serta
sistem yang berjalan dan dampaknya terhadap suatu kejadian. Kebijakan terhadap
permasalahan dapat direalisasikan sebagai solusi untuk masyarakat berdasarkan hal
tersebut, pernanan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan harus
menyesuakan terhadap kepentingan rakyat. Sehingga untuk melakukan penilitian
ini, peneliti lebih memilih untuk menggunakan metode diskriptif, dengan tujuan
untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terdapat dilapangan. Dalam
penelitian ini peneliti mendeskripsikan melakukan analisis yan fokus pada peran
Badan Permuswaratan Desa (BPD) didalam proses pembentukan perdes di Desa
Pakkat Hauagong, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasundutan dan menggunakan
metode deskriptif ini, peneliti juga bisa mendapatkan kesimpulan dari hasil yang

diteliti penulis dilapangan.
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3.5. Informan Penelitian

Menurut Meolong (2006;132) Informan yaitu seseorang yang dapat
dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan situasi dan keadaan dari

latar belakang penelitian.

Informan penelitian adalah seseorang yang mengetahui latar belakang dan

keadaan penelitian serta benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Berikut ini adalah beberapa jenis informan pada penelitian ini yaitu:

1. Informan Kunci dalam penelitian selama penulis melakukan penelitian
adalah ketua BPD beserta anggota lainnya selaku salah satu lembaga yang
terlibat penting dalam perancangan dan perbuatan perdes di desa Hauagong.

2. Informan Utama pada penelitian ini yaitu kepala desa selaku kepala
kepemerintahan di desa bangun dan selaku salah satu aparat desa yang turut
serta ambil peran penting dalam penyusunan sampai tersahkannya perdes
bersama BPD, dan masyarakat setempat yang berdomisili didesa Hauagong
yang merupakan tolak ukur hasil kinerja dari BPD yaitu melalui perdes yang
dirancang dan ditetapkan.

3. Informan Pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh tokoh

masyarakat selaku penghuni desa pakkat hauagong.

Berikut ini ada beberapa tokoh yang dijadikan sebagai informan pada

penelitian, antara lain:

1. Informan Kunci : Murdin Tinambunan sebagai Kepala Desa Pakkat

Hauagong
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2. Informan Utama : Hendrik Sinaga Sebagi Ketua BPD Desa Pakkat
Hauagong

3. Informan Pendukung : Hedra Sinaga Sebagai sekretaris Desa Pakkat
Hauagong dan S. Simanullang Selaku Anggota

BPD

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2019:194) menjelaskan tentang metode pengumpulan data
adalah langka yang amat strategis untuk melakukan penelitian, dengan tujuan
pokok penelitian adalah untuk memperoleh data. Apabila peneliti dalam
penelitiannya tidak mengenal teknik pengumpulan data maka data yang diperoleh
peneliti tidak akan memenuhi standar data yang ditetapkan. Akusisi data dapat
dilakukan di lingkungan yang berbeda, dalam sumber yang berbeda, dan dengan
cara yang berbeda. Dari sudut pandang lingkungan, data dapat dikumpulkan di
lingkungan alami, di makmal menggunakan metode eksperimental, dirumah
dengan informan yang berbeda, sosialisasi, berdialog, di perjalanan, dan banyak
lagi.

Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data menggunakan sumber
primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang disediakan langsung
untuk pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak disediakan
langsung untuk pengumpul data, misalnya oleh orang lain atau dokumen. Data yang
dikumpulkan peneliti selama penelitian berkaitan dengan peran BPD dalam proses
pembentukan peraturan desa di desa Hauagon Kecamatan Pakkat Kabupaten

Humbang hasundutan.
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3.6.1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa “observasi adalah proses kompleks
yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua yang terpenting
adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Teknik perolehan data
observasional digunakan jika penelitian yang digunakan berhubungan dengan
tingkah laku manusia, alur kerja, setiap peristiwa alam, dan apabila subjek yang

diteliti dapat terjangkau (Sugiyono, 2019: 203).
3.6.2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu dialog yang dilakukan pewawancara dengan
terwawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara adalah
suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan antara
pewawancara dengan pemberi informasi, dan memperoleh data, informasi,
pendapat, dan pendapat dari jawaban tersebut untuk memperoleh informasi yang

relevan (Arikunto, 2006: 155).
3.6.3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis
yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk catatan, transkrip, buku,
majalah, risalah, notulensi rapat, peraturan-peraturan risalah, dan lainnya
(Arikunto, 2006: 158). Segala sesuatu yang dilakukan secara terdokumentasi dalam
penelitian ini diperlukan untuk memperjelas penelitian dan menjadikannya data
penting bagi peneliti. Mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya

peran BPD pada proses pembuatan perdes desa Pakkat Hauagong
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3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019: 320), analisis data adalah proses mencari dan
menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen,
mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, dan
mensintesiskannya. Pola dan memilih apa penting dan apa. Pelajari dan tarik
kesimpulan agar Anda dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
metode kualitatif. Tentang proses akuisisi data yang dilakukan oleh peneliti,
dilakukan oleh seorang ahli bernama Miles dan Hubermen (Sugiyono, 2019: 322).

a. Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, hal utama yang dilakukan oleh peneliti adalah
melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan
data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga diperoleh data
yang bervariasi. Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah informasi tentang
pelaksanaan fungsi dan peran BPD selama proses pembentukan perdes di Desa
Pakkat Hauagong selama satu tahun sebelum periode atau sebelum berakhirnya
jabatan BPD lama menjadi BPD baru yaitu pada tahun 2019-2020.
b. Reduksi data

Oleh karena banyaknya data yang diperoleh dilapangan, peneliti perlu
mencatat secara teliti dan terperinci. Banyaknya data yang di dapat dari
lapangan akan dipilah-pilah sesuai dengan tujuan peneliti untuk mencari
informasi tentang pelaksanaan fungsi dan peran BPD selama proses
pembentukan perdes di Desa Pakkat Hauagong selama satu tahun sebelum

periode atau sebelum berakhirnya jabatan BPD lama menjadi BPD baru yaitu
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pada tahun 2019-2020. Dengan demikian tahap reduksi data yang dilakukan
peneliti dapat memberikan penggambaran yang jelas dan memberikan
kemudahan kepada peneliti untuk fokus pada informasi yang diteliti.
c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk mengumpulkan informasi-informasi
yang disusun serta memungkinkan untuk menarik kesimpulan atau mengambil
tindakan lebih lanjut. Pengambilan data ini membantu penulis memahami
peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut
berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah
menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang
disederhanakan dan mudah dipahami. Dengan adanya penyajian data yang
berasal dari tujuan penelitian peranan BPD didalam proses pembentukan perdes
selama satu tahun sebelum masa jabatan BPD lama digantikan dengan anggota
BPD baru yaitu pada tahun 2019-2020.dan penelitian ini tentu mendapat kan
hasil yang sesui dengan harapan peneliti selama melakukan proses penelitian di
Desa Pakkat Hauagong.
d. Kesimpulan data

Data yang telah disajikan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan
atau verifikasi data. Pada tahap ini, kesimpulan awal yang telah dibuat setelah
diverifikasi membuat kesimpulan menjadi terperinci dan jelas. Dengan kata lain
meninjau kembali data yang didapat dari penelitian terkhususnya tentang
bagaimana peran BPD lama didalam proses perancangan dan pembuatan perdes
di desa bangun dan dilam hal ini bertujuan untuk memproleh jawaban dari

rumusan rumusan masalah yang dicantumkan penulis di penelitian ini.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian yang didapatkan oleh peneliti pada
penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan
Perdes Di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang
Hasundutan yaitu: Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap
pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Pakkat Hauagong telah berjalan dan
terlaksana. Dalam proses pembentukan perdes terbagi dalam beberapa tahap: (1)
Tahap Inisasi terbagai atas, (a) Penghimpunan suara masyarakat desa Pakkat
Hauagong, (b) Menyusun serta mengusulkan rancangan perdes dan didiskusikan
bersama Camat Pakkat dan tokoh masyarakat Desa Pakkat Hauagong, (c)
Pengesahan rancangan perdes yang mengikut sertakan Badan Permusyawaratan
Desa Pakkat Hauagong; (2) Tahap Sosio-Politis proses pembentukan perdes terbagi
atas, (a) Rapat Internal BPD Desa Pakkat Haugong untuk membahas ordonansi desa
terkait APBDes 2020 di Pakkat Hauagong, (b) Rapat Gabungan untuk membahas
kembali racangan pembentukan perdes tentang APBDes Pakkat Hauagong yang
diselengarakan di Gedung serbaguna Desa Pakkat Huagong Bersama dengan BPD
desa Pakkat Hauagong Kepala Desa dan Camat Desa Pakkat hauagong dan diikuti
oleh masing—masing kepala dusun yang ada di Desa Pakkat; (3) Tahap Yuridis
terbagi atas, (a) Penyusunan Ranperdes, (b) Penyerahan Ranperdes, (c) Penetapan
dan Pengesahan Peraturan Desa. Pada proses ini, BPD Desa Pakkat Hauagong
melakukan penyusunan rancangan perdes berdasarkan teknik penyusunan undang-
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undang (Legal Drafting) yang telah disepakati pada Tahap Sosio-Politik kemudian
disepakati sebagai perdes (tahapan) dan disetujui oleh pemerintah desa (eksekusi).
Dan kepala desa Pakkat Hauagong memberikan perintah kepada sekretaris desa
Pakkat Hauagong agar menerbitkannya kedalam koran desa.

Muncul berbagai faktor yang berpengaruh pada pembuatan Peraturan Desa
No. 3 Tahun 2020 tentang APBDes Pakkat Hauagong yaitu, proses rekruitmen
anggota BPD yang langsung dipilih dari tokoh masyarakat yang berpengaruh,
adanya faktor masyarakat dan sosial budaya sebagai faktor pendukung BPD dalam
pembuatan peraturan desa dikarenakan masyarakat dapat memberikan dukungan
kepada BPD pada pembuatan peraturan desa serta kondisi sosial budaya yang masih
kental terhadap adanya penghargaan membuat terhindarnya perdebatan yang alot.
Sedangkan faktor yang menghambat BPD dalam pembuatan peraturan desa adalah
komunikasi yang tidak efektif, adanya disposisi atau rendahnya komitmen BPD,
kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan BPD Desa Pakkat Hauagong dan
lambatnya tahap evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasudutan
sehingga menyebabkan Peraturan Desa No. 3 Tahun 2020 tentang APBDes menjadi

lambat pada tahap pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, Adapun saran dan rekomendasi
peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dan BPD harus memiliki koordinasi yang baik agar pembuatan

peraturan desa yang ada di Desa Pakkat Hauagong dapat terlaksana dengan

baik.
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2. Dalam melakukan evaluasi pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
seharusnya lebih maksimal dan tepat waktu dalam melakukan tahap tersebut
agar peraturan desa tentang APBDes dapat tepat waktu disahkan.

3. Pentingnya pembinaan dan training bersama untuk meningkatakan skill dalam
pembentukan perdes terisitimewa di Desa Pakkat Hauagong.

4. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa pakkat hauagong
terhadap masayarakat merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam
pembuatan sebuah perdes dimana pemerintah desa Pakkat hauagong harus lebih
berbaur kepada masyarakat sehingga dalam menampung aspirasi dari
masyarakat bisa lebih efektif dalam pembentukan sebuah perdes.

5. Disposisi kurangnya komitmen yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam
pembentukan perdes didesa Pakkat Hauagong sehingga kurang efektif, hal ini
dapat menjadi faktor penghambat dalam pembentukan perdes di Desa Pakkat
Hauagong yang berakibat keterlambatan dalam proses pembentukannya. Oleh
karena itu, pemerintah desa sebaiknya memiliki komitmen yang kuat dalam

pembentukan perdes di Desa Pakkat Haugong.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Quisioner dengan Informan Penelitian

Peneliti melakukan sebuah wawancara dalam penelitian penulis, ada
beberapa quisioner yang peneliti sajikan kepada para informan untuk mengali
sebuah informasi yang dibutuhkan penulis yaitu:

1. Kepala Desa Pakkat Hauagong
a. Tahap-tahap apa saja yang pemerintah desa lakukan dalam
pemebuatan peraturan desa?
b. Mengapa Peraturan desa tentang APBdes sangat dibutuhkan dalam
Pembenahan pembagunan desa?
2. Sekretaris Desa Pakkat Hauagong
a. Sebagai seorang sekretaris desa, Bagaiamana Hubungan kemitraan
Pemerintah desa dengan BPD dalam menjalankan pemerintahan
Desa
3. Hendrik Sinaga ketua BPD pakkat Hauagong
a. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum membuat sebuah
ranacangan Perdes?
b. Bagaimana proses yang dijalankan BPD bersama dengan pemerintah
desa agar peraturan desa disahkan oleh pemerintah desa?
4. Anggota BPD Pakkat Hauagong
a. Menurut ibu, Dalam Internal BPD sendiri Tentang Peraturan desa,
apakah sudah berjalan dengan baik.
b. Menurut ibu bagaimana peran BPD dalam proses Pembentukan

peraturan desa?
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Lampiran 2. Matriks Informan Penelitian

Informan Pertanyaan
Informan Kunci Tahap-tahap apa saja yang pemerintah
Murdin Tinambunan sebagai Kepala | desa lakukan dalam pemebuatan
Desa Pakkat Hauagong peraturan desa?

Mengapa Peraturan desa tentang
APBdes sangat dibutuhkan dalam
Pembenahan pembagunan desa?

Informan Utama Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan

sebelum membuat sebuah ranacangan
Hendrik Sinaga Sebagi Ketua BPD | perdes?

Desa Pakkat Hauagong
Bagaimana proses yang dijalankan BPD
bersama dengan pemerintah desa agar
peraturan  desa  disahkan  oleh
pemerintah desa?

Informan Tambahan Sebagai seorang sekretaris  desa,

Bagaiamana Hubungan kemitraan
Hendra Sinaga Sebagai sekretaris Desa | Pemerintah desa dengan BPD dalam
Pakkat Hauagong menjalankan pemerintahan Desa

Dumaria Sinaga Selaku Anggota BPD | Menurut ibu, Dalam Internal BPD
sendiri Tentang Peraturan desa, apakah
sudah berjalan dengan baik

Menurut ibu bagaimana peran BPD
dalam proses Pembentukan peraturan
desa?
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Lampiran 3. Peraturan Desa Pakkat Hauagong Nomor 03 Tahun 2020
Tentang APBDesa
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Lampiran 4. Peraturan Kepala Desa Pakkat Hauagong Nomor 06 Tahun 2020
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Lampiran 5. Foto Bersama Sekretaris Desa Pakkat Hauagong

Sumber: Foto penulis (2021)
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Lampiran 6. Foto Bersama Ketua BPD Desa Pakkat Hauagong

Sumber: Foto Penulis (2021)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Ach]ted 7/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)7/10,/22



Hotlas Toguh Pane - Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan....

Lampiran 7. Foto Bersama Ketua BPD Desa Pakkat Hauagong

Sumber: Foto Penulis (2021)
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Lampiran 8. Wawancara dengan Anggota BPD Pakkat Hauagong

Sumber: Foto Penulis (2021)
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Lampiran 9. Foto Kantor Desa Pakkat Hauagong

Sumber: Foto Penulis (2021)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document AcQA‘ed 7/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)7/10,/22





